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UMUM

Daam rangka memantapkan kedudukan negara Republik Indonesia sebagal Negara Nusantara
dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam menjaga
serta melaksanakan hubungan bertetangga bailk, maka Pemerintah Republik Indonesa dan
Malaysia pada tanggd 27 Juli 1976 telah menandatangani Memorandum Pengertian Bersama
tentang Negara Nusantara Memorandum Pengertian Bersama tersebut intinya memuat
kesepakatan antara kedua negarayang mengandung ketentuan bahwa pihak Malaysa
mengakui dan menyokong Regim Hukum Negara Nusantara dan sebagai imbalannya, pihak
Indonesia mengakui hak-hak tradisona dan kepentingan-kepentingan yang ssh Maaysadi laut
teritorial dan perairan nusantara Indonesia yang terletak di antara Malaysa Timur dan Maaysia
Barat. Di samping itu Memorandum Pengertian Bersama telah menetapkan pula agar Indonesia
dan Maaysa mengadakan suatu Perjanjian yang memuat penjabaran lebih lanjut is
ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Memorandum Pengertian Bersama tersebut
dan hendaknya perjanjian termaksud sudah dapat sdesal dan ditandatangani sebelum Konvens
tentang Hukum Laut dihasilkan oleh Konperens PBB tentang Hukum Laut ke l11.
Ketentuan-ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Memorandum Pengertian Bersama
tersebut pada hakekatnya adalah sesuai dengan perumusan pasal 47 ayat 7 Konvens Hukum
Laut yang dihasilkan olen Konperens PBB tentang Hukum Laut ke Il yang menentukan
bahwa : "Apabila suatu bagian tertentu dari perairan kepulauan suatu negara kepulauan terletak
d antara dua bagian dari suatu negara tetangga dekat, maka hak-hak dan
kepentingan-kepentingan sah yang dimiliki oleh negara tersebut belakangan dan yang telah
dimilikinya secara tradisona dalam perairan demikian serta segala hak yang ditetapkan dalam
Suatu perjanjian antara negara-negara demikian harus tetap berlaku dan dihormeati”
Sebagamana dimaklumi, sebagian laut yang terletak diantara Madaysa Timur dan Maaysia
Barat, yang sekarang termasuk kedaulatan teritoriad Republik Indonesia berdasarkan
Pengumuman Pemerintah mengenal Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia pada tangga
13 Desember 1957 yang kemudian dikend sebaga Deklaras Djuanda dan yang sdanjutnya
telah dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia, semula adalah laut bebas.

Yang dimaksudkan dengan hak-hak tradisona dan kepentingan-kepentingan yang sah
Maaysa yang telah ada di wilayah laut tersebut pada pokoknya meliputi hak akses dan
komunikas baik di laut maupun di udara bagi kapa-kapa dan pesawat udara Maaysia untuk
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tujuan dagang, dpil dan militer dan hak perikanan tradisona Madaysa di tempat-tempat
tertentu di wilayah laut, termasuk hak memasang kabel telekomunikas dan pipa-pipa bawah
laut.

Dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Maaysa yang telah ditandatangani di
Jekarta pada tanggd 25 Pebruari 1982, Rgim Hukum Negara Nusantara telah mendapatkan
pengakuan yang sah oleh Maaysa. Ha ini penting artinya di dalam Stuas di mana Konvend
Hukum Laut yang baru belum ditandatangani dan mempunya dampak baik di bidang politik
maupun di bidang hukum internasional, terlebih lagi karena pengakuan secara hukum telah
diberikan oleh suatu negara tetangga Indonesia dan yang letaknya terdekat di lingkungan
ASEAN (Association of South East Asan Nations).

Sebagaimana diketahui dengan disahkannya perjanjian ini dengan Undang-undang, maka is
perjanjian tersebut menjadi bagian daripada tata hukumy/perundang-undangan nasiond dan
untuk itu kiranya perlu diadakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan nasona
Republik 1ndonesia sepanjang yang menyangkut pelaksanaan is ketentuan perjanjian ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasd 1
Cukup jelas.

Pasd 2
Cukup jelas.
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